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BAB II 

TINJAUAN UMUM  

 

A. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari alih kata  consumer dalam 

kamus Inggris-Indonesia yang berarti pemakai atau konsumen.22 

Secara harfiah arti consumer itu adalah setiap orang yang 

menggunakan barang. Kamus Umum Bahasa Indonesia 

mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai 

barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.23 

Black’s Law Dictionary memberikan pengertian konsumen sebagai 

berikut: Konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli, 

pengguna, pemelihara, dan pembuat barang dan/atau jasa).24 

Sedangkan dalam Text-book on Consumer Law, konsumen adalah 

orang yang membeli barang atau jasa. Definisi tersebut 

menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu 

yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak 

sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau pebisnis.25 

Di Prancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang 

berkembang, konsumen diartikan sebagai “The person who obtains 

goods or services for personal or family purposes”. Dari definisi itu 

terkandung dua unsur, yaitu: (1) konsumen hanya orang, dan (2) 

barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau 

                                                             
22 Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia, (Makassar: 

SAH Media, 2017), h.56. 
23 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013),   h.15 
24 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Malang: UB Press, 2011),  h.25. 
25 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.15 
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keluarganya. Undang-undang Jaminan Produk di Amerika Serikat 

sebagaimana dimuat dalam Magnusson-Moss Warranty, Federal 

Trade commission Act 1975 mengartikan konsumen persis sama 

dengan ketentuan di Prancis.26 

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna 

atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun 

diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. 

Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara 

mengambil alih pengertian yang digunakan oleh Kepustakaan 

Belanda, yaitu: “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa 

secara konkret dan riil”. Kendatipun Anderson dan krumpt 

menyatakan kesulitannya untuk merumuskan definisi konsumen, 

namun para ahli hukum pada dasarnya sepakat bahwa konsumen 

adalah pemakai terakhir dari benda dan/atau jasa yang diserahkan 

kepada mereka oleh perusahaan.27 

Dalam rancangan Undang-undang Perindungan Konsumen 

yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

ditentukan pengertian konsumen adalah pemakai barang atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau 

keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan.28 

Istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan 

pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yang mana dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa:29 

Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
                                                             

26 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen ...,  h.26. 
27 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.16 
28  Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan,... h.56. 
29 Tim Penyusunan Fakultas Hukum universitas Udayana, Buku Ajar Hukum 

Perlindungan konsumen, (Denpasar:Universitas Udayana, 2016), h.12. 
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sendiri, keluarga orang lain, maupun mahluk hidup lain, dan 

tidak untuk diperdagangkan. 

Bila ditelusuri pengertian konsumen di atas tampaknya 

pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan 

Konsumen lebih luas dibandingkan dengan pengertian yang terdapat 

pada Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang ada 

sebelumnya, karena dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen 

juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk lain. 

Hal ini berarti bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen 

dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan saja 

terbatas pada manusia, akan tetapi termasuk didalamnya hewan dan 

tumbuh-tumbuhan.30 

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah 

dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga 

batasan, yaitu:31 

a. Konsumen komersial (commersial consumer), adalah setiap 

orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan 

untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan. 

b. Konsumen antara (intermediate consumer), adalah setiap orang 

yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk 

diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan. 

c. Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), adalah setiap 

orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa 

untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, 

                                                             
30 Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan,... h.57. 
31 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.17-18. 
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dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan 

kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali. 

Dalam Islam, para ahli hukum Islam tedahulu (Fuqaha) tidak 

pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu 

objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam 

berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan 

konsumen. Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen 

berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan 

kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi 

konsumen tersebut yaitu: konsumen adalah setiap orang, kelompok 

atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena 

adanya hak yang sah baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun 

untuk proses produksi selanjutnya.32 

Hukum eknomi Islam tidak membedakan antara konsumen 

akhir (ultimate consumer),  dengan konsumen antara (intermediate 

consumer), ataupun konsumen komersial (commersial consumer). 

Karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang 

dan/atau jasa, baik yang dipakai langsung habis maupun dijadikan 

sebagai alat perantara untuk memproduksi selanjutnya. Menurut 

Islam, keadilan ekonomi Islam adalah milik semua orang baik 

berkedudukan sebagai individu maupun kelompok atau publik.33 

2. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan 

perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada 

posisi yang lemah akibat hubungan hukum yang tidak seimbang. 

                                                             
32 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.18 
33 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.20. 
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Demikian halnya dengan Hukum Perlindungan Konsumen untuk 

melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur.34 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-

hal yang merugikan konsumen itu sendiri.35 Di Indonesia dasar 

hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat memperoleh 

perlindungan adalah sebagai berikut:36 

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2001 

Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen. 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 

Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2001 

Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat. 

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 2001 

Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, 

Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota bandung, kota 

Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan 

kota Makassar. 

e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia No.301/MPP/Kep/10/2001/ tentang Pengangkatan, 

                                                             
34 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen ...,  h.40. 
35 Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan,... h.53. 
36 Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 2008) ,  

h.17-18. 
 



26 
 

Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen. 

f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia No.302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 

g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia No.605/MPP/Kep/8/2002 tentang Pengangkatan 

Anggota badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada 

Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, 

Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota 

Medan. 

h. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia No.480/MPP/Kep/6/2002 Tanggal 13 Juni 2002 

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No.302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 

i. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia No.418/MPP/Kep/4/2002 Tanggal 30 April 2002 

tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan 

Perlindungan Konsumen. 

Menurut Business English Dictionary, perlindungan 

konsumen adalah melindungi konsumen dari pedagang yang tidak 

adil atau ilegal. Adapun Black’s Law Dictionary mendefinisikan 

sebuah Undang-undang yang melindungi konsumen dalam 

menggunakan barang dan jasa.37 Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang Perlindungan Konsumen diberikan definisi bahwa: 

                                                             
37 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.21. 
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Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. 

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam 

dua aspek, yaitu:38 

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan 

kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 

b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak 

adil kepada konsumen. 

Perlindungan Konsumen (Consumer Protection) dalam 

kepustakaan di Indonesia dikenal dengan istilah “Hukum 

Konsumen” dan Hukum Perlindungan Konsumen. Az. Nasution 

berpendapat bahwa Hukum Perlindungan Konsumen merupakan 

bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-

kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan 

konsumen.39  

Hukum Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Law) 

adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur (to 

regulate) dan melindungi (to protect) konsumen, sehingga 

menempatkan kembali posisi konsumen sejajar atau seimbang 

dengan posisi produsen yang selama ini kedudukan konsumen 

berada pada posisi yang lemah dan kurang dilindungi oleh hukum.  

Hukum Perlindungan Konsumen istilah yang secara tegas 

menyatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen ialah melalui 

hukum dan hal tersebut berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi 

                                                             
38 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum..., h. 6. 
39 Tim Penyusunan Fakultas Hukum universitas Udayana, Buku Ajar Hukum ..., 

h.13. 
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hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan hukum pada 

umumnya, dan perlindungan terhadap konsumen pada khususnya. 

Hukum Perlindungan Konsumen dapat diartikan sebagai 

keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur kepentingan 

konsumen40 

Sumber Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam, praktis 

sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas 

ulama (jumhur ulama), yaitu: Al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. 

Al-Quran dan Sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, 

sedangkan Ijma’ dan Qiyas tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil 

hukum, karena proses Ijma’ dan Qiyas harus berdasarkan kepada 

dalil penyandaran dari Al-Quran dan Sunnah.41 

Perlindungan Konsumen dalam Islam, mendapat perhatian 

setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, baik dalam 

Al-Quran maupun Hadits. Perdagangan yang adil dan jujur menurut 

Al-Quran adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula 

didzalimi. Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 279 yang 

berbunyi:42 

َّمۡ تفَۡعَلوُاْ فأَ ذَۡنوُاْ بَِ  ن ل
ِ
لِكُُۡ لََ تظَۡلِمُونَ وَلََ فإَ ن تبُۡتُُۡ فلَكَُُۡ رُءُوسُ ٱمَۡوََٰ

ِ
ۦۖ وَا ِ وَرَسُولِِِ للََّّ

 
نَ ٱ رۡبٖ م ِ

  ٢٧٩ تظُۡلمَُونَ 

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. 

Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu 

                                                             
40 Abdurahman Konoras, Jaminan Produk Halal..., h. 15. 
41 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.24. 
42 Tim penerjemah Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur’an..., h. 47. 
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pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya 

(dirugikan)”. (QS. Al-Baqarah :279). 

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara 

implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Akhir 

ayat tersebut menyebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya 

(tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks 

perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung 

perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan 

konsumen dilarang saling untuk menzalimi dan/atau menganiaya. 

Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun 

hak-hak produsen.43 

Dalam Islam, Hukum Perlindungan Konsumen mengacu 

kepada halal dan haram serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-

nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam 

dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, 

proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat 

mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi 

Islam, barang atau jasa yang halal dari segi Dzatnya dapat menjadi 

haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya 

melanggar ketentuan-ketentuan syarat. Karena itu pula tujuan 

konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-muslim. 

Konsumen muslim dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa 

bertujuan untuk mengabdi dan merealisasikan tujuan yang 

dikehendaki Allah SWT.44  

 

 

                                                             
43 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.41. 
44 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum..., h. 9. 
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B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

1. Asas Perlindungan Konsumen 

Dalam setiap Undang-undang yang dibuat pembentuk 

Undang-undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang 

mendasari diterbitkannya Undang-undang itu. Asas-asas hukum 

merupakan fondasi suatu Undang-undang dan peraturan-peraturan 

pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah 

bangunan Undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.45 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, ada 5 Asas Perlindungan 

Konsumen, yaitu:46 

a. Asas Manfaat 

Asas ini maksudnya adalah untuk mengamanatkanbahwa 

segaa upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen 

harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

b. Asas Keadilan 

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa 

diwujudan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas Keseimbangan 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah 

dalam arti material atau spiritual. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

                                                             
45 Tim Penyusunan Fakultas Hukum universitas Udayana, Buku Ajar Hukum ..., 

h.14. 
46 Happy Susanto, Hak-hak Konsumen..., h.17-18 
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Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas 

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan. 

e. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, lebih lanjut 

menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, substansinya dapat dibagi 

menjadi 3 (tiga) asas yaitu:47 

a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan 

keselamatan konsumen. 

b. Asas keadian yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan. 

c. Asas kepastian hukum. 

Asas keseimbangan yang dikelompokan ke dalam asas keadian, 

mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan 

bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku 

usaha dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini 

tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung 

menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah 

dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak 

secara langsung diantara para pihak tetapi melalui berbagai 

pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan.48 

                                                             
47 Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan,... h.29. 
48 Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan,... h.29. 



32 
 

2. Tujuan Perlindungan Konsumen 

Tujuan Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 3 Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:49 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 

jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 

Jika dilihat dari tujuan perlindungan konsumen dalam Pasal 3 

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

menunjukkan bahwa perlindungan konsumen ini lebih dititik 

beratkan ke arah pemberdayaan konsumen serta meningkatkan 

kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. 

Tujuan perlindungan konsumen tidak ditujukan untuk menghukum 

pelaku usaha atau mematikan kegiatan usaha pelaku usaha. 

                                                             
49 Happy Susanto, Hak-hak Konsumen ..., h.17-18 
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C. Pihak-pihak yang Terkait dalam Hukum Perlindungan Konsumen 

Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia, terdapat pihak-

pihak yang memainkan peranan penting. Pihak-pihak tersebut adalah 

konsumen, pelaku usaha, pemerintah dan lembaga-lembaga pendukung 

perlindungan konsumen. 

1. Konsumen 

Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, didefinisikan sebagai 

berikut:50 

Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga orang lain, maupun mahluk hidup lain, dan tidak 

untuk diperdagangkan. 

Konsumen sebagai salah satu unsur kegiatan ekonomi yang 

vital tentu harus dilindungi dengan berbagai macam jenis 

perlindungan guna memperlancar proses perekonomian serta 

terjadinya kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa 

yang dikonsumsi.51 

2. Pelaku Usaha 

Pelaku Usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, didefinisikan sebagai 

berikut: 

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

                                                             
50 Tim Penyusunan Fakultas Hukum universitas Udayana, Buku Ajar Hukum ..., 

h.12. 
51 “Seberapa Jauh Undang-undang Perlindungan Konsumen di Tegakkan“ 

https://dhiasitsme.wordpress.com/2012/06/20/seberapa-jauh-undang-undang-perlindungan-
konsumen-di-tegakkan/ diakses pada tanggal 9 maret 2021 pukul 21.48 WIB 

https://dhiasitsme.wordpress.com/2012/06/20/seberapa-jauh-undang-undang-perlindungan-konsumen-di-tegakkan/
https://dhiasitsme.wordpress.com/2012/06/20/seberapa-jauh-undang-undang-perlindungan-konsumen-di-tegakkan/
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badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi. 

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah 

perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributor dan lain-lain. Produsen dalam Islam berkaitan erat dengan 

pekerjaan, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

mengeluarkan seluruh potensinya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Karena produksi terkait dengan proses memberi nilai tambah bagi 

manusia, maka produksi yang dilakukan harus berdasarkan amal 

kebaikan.52 

3. Pemerintah 

Undang-undang Perlindungan konsumen Pasal 29 ayat (1) 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah dalam 

lingkup Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah menteri 

atau menteri teknis terkait.53 Didalam Pasal 1 ayat (13), yang 

dimaksud dengan menteri yaitu: 

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.  

Untuk melindungi kepentingan konsumen dalam 

mmengonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan 

kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang. 

                                                             
52 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.9. 
53 Nadiah, Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Label 

Halal Secara Illegal, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 25. 



35 
 

Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan bagian dari 

implementasi sebagai negara kesejahteraan, karena UUD 1945 di 

samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai 

konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan.54 

4. Lembaga-lembaga Pendukung Perlindungan Konsumen 

Lembaga-lembaga Pendukung Perlindungan Konsumen, 

diantaranya:  

a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), 

dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan 

konsumen, yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik 

Indonesia dan bertanggung jawab kepada presiden.55 

Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Perlindungan Konsumen, 

menyebutkan bahwa: 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan 

yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan 

perlindungan konsumen. 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 

mempunyai fungsi dan tugas, sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan Konsumen. 

Pasal 33 menyatakan bahwa: 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 

mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan 

kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan 

perlindungan konsumen di Indonesia. 

                                                             
54 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.6. 
55 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.134. 
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Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa tugas Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mempunyai yaitu :56 

1) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah 

dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang 

perlindungan konsumen. 
2) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan 

konsumen. 
3) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang 

menyangkut keselamatan konsumen. 
4) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat. 
5) Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai 

perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap 

keberpihakan kepada konsumen. 
6) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari 

masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat atau pelaku usaha. 
7) Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. 

Peran strategis Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

(BPKN), yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, 

mencerminkan bahwa pengaturan tugas Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional (BPKN) diharapkan mampu memfasilitasi 

konsumen guna memperoleh keadian.57 

 
                                                             

56 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.135. 
57 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.135. 
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b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Perlindungan Konsumen, 

menyebutkan bahwa: 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui 

oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani 

perlindungan konsumen. 

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta 

menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung 

jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 

1999 tentang perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai tugas, yaitu:58 

1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan 

kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian 

konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
2) Memberikan nasihat kepada konsumen yang 

memerlukannya. 
3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya 

mewujudkan 

perlindungan konsumen. 
4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, 

termasuk 

menerima keluhan atau pengaduan konsumen. 

                                                             
58 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.139. 
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5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat 

terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. 
c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Perlindungan Konsumen, 

menyebutkan bahwa: 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan 

yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa 

antara pelaku usaha dan konsumen. 

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa 

konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional. 

Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:59 

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa 

konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau 

konsiliasi. 

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. 

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula 

baku. 

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi 

pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini. 

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari 

konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen. 

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa 

perlindungan konsumen. 

                                                             
59 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.144-145. 



39 
 

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau 

setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran 

terhadap Undang-undang ini. 

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku 

usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana 

dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia 

memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa 

konsumen. 

j.  mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, 

atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan. 

k.  memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya 

kerugian di pihak konsumen. 

l.  memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis 

yang harus berjumlah ganjil, paling sedikit tiga orang yang 

mewakili semua unsur (pemerintah, konsumen, pelaku usaha) 

serta dibantu oleh panitera. 
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D. Pengertian Halal dan Haram 

Halal berasal dari bahasa Arab, dari kata halla yang berarti 

diizinan, dibolehkan atau tidak diarang.60 Secara etimologi halal berarti 

hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat 

dengan ketentuan-ketentuan melarangnya atau diartikan sebagai segala 

sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan uhrawi.61 Ahmad al-

Syarbasi menyebutkan, halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum 

bagi pelakunya atas perlakuannya.62 Yusuf Qardawi menyebutkan, halal 

adalah sesuatu yang dengannya terurailah bahul yang membahayakan, 

dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.63 

Ensiklopedi Islam Indonesia menjelaskan, bahwa halal artinya 

“tidak dilarang” dan “diizinkan” melakukan atau memanfaatkannya. 

Halal dapat diketahui melalui dalil yang menghalalkannya secara tegas 

dalam Al-Qur’an atau Sunnah dan dapat juga diketahui bahwa tidak ada 

satu dalilpun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya, segala 

sesuatu yang dijadikan Allah, selama tidak ada larangan dari-Nya adalah 

halal dan boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan kehalalannya 

dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan demikian, segala sesuatu yang 

ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangan, 

termasuk dalam wilayah halal atau mubah.64 Dalam kamus fiqh, halal 

                                                             
60 Zulham,  Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk 

Halal, (Jakarta: Kencana, 2018),  h.69. 
61 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.110  
62 Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen .., h.69. 
63 Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 

2016),  
h .1. 

64 Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen .., h.70. 
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dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan.65 

Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168:66 

َٰٓأَ  َّهُۥ لكَُُۡ عدَُ يَ َٰ ن
ِ
نِِۚ ا يۡطَ َٰ لش َّ

 
تِ ٱ َّبِعُواْ خُطُوََٰ إ وَلََ تتَ با لٗا طَي ِ رۡضِ حَلَ َٰ لَۡۡ

 
إ فِِ ٱ لنَّإسُ كُُُواْ مِمَّ

 
إَ ٱ بِن  يُّه  ّٞ مه

و 

١٦٨  

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat dibumi, dan janganah kamu mengikuti langkah-langkah 

setan,karena sesungguhnya setan itu adaah musuh yang nyata bagimu”  

(Qs. Al-Baqarah ayat 168). 

Ibnu ‘Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan 

dengan orang-orang yang mengharamkan ternak Saibah, Wasilah dan 

Bahirah atas diri mereka. Mereka adalah segolongan kaum dari Bani 

Saqif, Bani ‘Amir bin Sa’sa’ah dan Bani Khuza’ah serta Bani Mudlij. 

Allah memerintahkan agar manusia makan segala sesuatu yang terdapat 

dibumi, baik itu dari hasil pertanian ataupun peternakan yang halal dan 

baik serta tidak berkaitan dengan hak orang lain.67 

Sedangkan Qurtubi menjelaskan, bahwa ayat diatas diturunkan 

karena Bani Mudlij mengharamkan binatang ternak terhadap diri mereka 

sendiri. Selanjutnya Qurtubi berpandangan, bahwa antara makanan yang 

halal dan tayyib saling menguatkan satu sama lainnya. Sayyid Quthub 

menjelaskan, bahwa Allah membolehkan manusia mengonsumsi 

makanan yang telah diberikan Allah dimukabumi, kecuali sedikit 

dilarang, atau diharamkan yang ditegaskan dalam nash syara’. Sayyid 

Quthub menguraikan, alasan pengharaman makan tersebut karena; (1) 

                                                             
65 Yani Suryani dan Enang Supriatna, Panduan Lengkap Halal dan Haram untuk 

Anak, (Jakarta: Luxima, 2013), h. 2. 
66 Tim penerjemah Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur’an..., h. 25. 
67 Muhammad Nawawi al-Jawi, Tafsir Al-Munir Marah Labid, (Bandung: Sinar 

Baru Algensido, 2011), h. 151-152. 
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membahayakan; (2) berkaitan dengan aqidah; dan (3) berkaitan dengan 

fitrah alam dan fitrah manusia. Sayyid Qurthub menafsirkan, larangan 

mengikuti langkah syetan sebagaimana dalam “dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah syaitan”, karena setan juga menyuruh 

manusia agar menghalalkan attau mengharamkan sesuatu sesuai dengan 

kehendak manusia, tanpa ada perintah dari Allah. 68 

Sebagaimana sejumlah pengertian halal yang telah dijelakan oleh 

beberapa tokoh Muslim, maka dapat disimpulkan bahwa halal memiliki 

makna yang sama dengan mubah yaitu diizinkan atau dibolehkan. Dalam 

pengertian yang luas, halal adalah dooktrin yang memberikan pilihan 

kepada subjek hukum (mukallaf), baik untuk melakukan suatu perbuatan 

maupun meninggalkannya, sama-sama sah. Perbuatan tersebut diizinkan 

syariat (baik yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi 

tidak ada larangannya), yang didalamnya tidak berkaitan dengan pujian 

dan/atau celaan, serta tanpa ada beban hukum dan imbalan. 

Sedangkan, haram berasal dari bahasa Arab harama yang berarti 

melarang. Kata haram bermakna suatu perkara yang dilarang oleh 

agama. Jika mengerjakan perbutan yang haram maka hukumnya berdosa 

dan akan mendapatkan siksaan. Namun, jika meninggalkan perbuatan 

haram, maka akan mendapatkan pahala.69  

Zuhaili dalam bukunya Usulu al-Fiqhi al-Islami menyebutkan 

bahwa haram adalah doktrin (al-Khitab) yang mnjadi dasar dan dail 

untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan pasti. Lebih tegas lagi, 

Zuhaili menyebutkan, bahwa haram adalah segala sesuatu dan setiap 

perbuatan yang dituntut syari’  untuk ditinggalkan sebagaimana yang 

telah ditetapkan dan ditentukan dalam hukum Islam disebut dengan 

                                                             
68  Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen .., h.. 99 
69 Yani Suryani dan Enang Supriatna, Panduan Lengkap Halal..., h.2. 



43 
 

“setiap perbuatan yang dicela syariat bagi pelakunya”. Khalid Ramadan 

Hasan menyatakan bahwa haram adalah setiap perbuatan yang dituntut 

syari’ untuk dihentikan, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan 

tegas. Meninggalkan perbuatan yang diharamkan akan mendapatkan 

imbalan (pahala) disebut dengan taat, sedangkan melaksanakan 

perbuatan haram mendapatkan dosa dan disebut maksiat. Larangan 

perbuatan haram dapat diketahui dari kalimat yang menunjukan untuk 

menjauhi, kalimat yang menunjukan tentang larangan, hal-hal yang 

diperintahkan untuk menjauhinya dengan penegasan dan perbuatan yang 

diancam dengan ancaman menakutkan jika dilakukan. 

Khallaf berpendapat, haram adalah sesuatu yang dituntut syari’  

untuk tidak dikerjakan dengan tuntutan pasti. Artinya, bentuk tuntutan 

larangan itu sendiri menunjukan kepastian, larangan perbuatan disertai 

dengan dalil yang menunjukan kepastian perintah untuk menjauhi 

perbuatan disertai dengan sesuatu yang menunjukan kepastian atau 

perbuatan yang berakibat pada siksaan. Keharaman dapat diambil dari 

bentuk kalimat berita yang menunjukan haram, dari bentuk tuntutan yang 

berupa perintah untuk menjauhi, maka alasan tersebut menentukan 

bahwa tuntutan itu adalah untuk mengharamkan.70 Yusuf Qardawi 

menyebutkan, haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk 

dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentangnya 

akan berhadapan dengan siksaan Allah diakhirat. Bahkan terkadang juga 

terancam sanksi syari’ah di dunia ini.71 

Berdasarkan sejumlah definisi  haram yang dijelaskan oleh para 

Muslim Jurists tersebut, dapat disimpulkan bahwa haram adalah setiap 

perbuatan terlarang, tercela dan impermissable yang dituntut syari’ untuk 

                                                             
70 Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen .., h.86-87 
71 Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam... ,h .1. 
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ditinggalkan dengan dalil yang tegas dan pasti. Serta diikuti dengan 

ancaman (punishment) bagi pelakunya dan imbalan (reward) bagi yang 

meninggalkannya. Di mana bentuk-bentuk dalil keharaman tersebut 

dapat diketahui dari rumusan dan redaksi bahasa yang menunjukkan 

keharaman, larangan atau berupa perintah untuk menjauhi.  

Haram ada dua jenis, yaitu:72 

1. Sesuatu yang secara alamiah haram atau sesuatu haram karena sifat 

pada zatnya. Seperti, khamar, darah, daging babi dan bangkai. Ada 

tiga (3) jenis makanan dibumi ini berdasarkan asalnya, yaitu: 

a. Mineral, seperti garam. Hasil pertambangan yang dikeluarkan dari 

bumi tidak haram dimakan kecuali yang menyebabkan 

kemudharatan atau kebinasaan. 

b. Tumbuh-tumbuhan, tidak ada tumbuhan yang diharamkan untuk 

dimakan kecuali tumbuhan yang menghilangkan akal, 

membinasakan diri dan merusak kesehatan. Seperti: ganja, 

khamar, dan barang-barang lain yang memabukkan. 

c. Hewan, hewan yang tidak disembelih menurut ketentuan syariat 

atau bangkai hewan hukumnya haram dimakan. Semua bangkai 

binatang haram dimakan kecuali bangkai ikan dan belalang.  

2. Sesuatu haram karena cara memperolehnya yang haram. Ada enam 

(6) cara memperoleh harta, yaitu:73 

a. Menjadi pemilik dari sesuatu yang tidak ada pemiliknya, seperti 

barang tambang, menyuburkan tanah yang tandus dan berburu. 

b. Apa yang diambil dengan paksa dan apa yang tidak dilarang untuk 

diambil, yaitu harta rampasan. 

                                                             
72 Al-Ghazali, Halal Haram, (Bandung: Marja, 2019),  h.23-24. 
73 Al-Ghazali, Halal Haram.., h. 27-28. 
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c. Apa yang secara halal diambil secara paksa karena larangan 

memilikinya, contohnya zakat. 

d. Apa yang diambil dengan jalan tukar-menukar sesuatu atas dasar 

persetujuan sukarela dari pemiliknya adalah halal hukumnya 

seperti transaksi jual-beli. 

e. Apa yang diambil dengan sukarela tanpa tukar menukar dngan 

sesuatu, seperti hibah dan wasiat, maka hukumnya halal. 

f. Apa yang muncul secara otomatis dalam kepemilikan setelah 

dikurangi pengeluaran yang diperlukan, seperti pengeluaran yang 

terkait dengan dengan penguburan, membayar utang, dan 

pengeluaran untuk haji. Semua itu hukumnya halal. 

E. Konsep Halal dan Haram 

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya segala 

sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Sesuai dengan kaidah fiqih: 

لِيْلُ علَََ التَّحْرِيِْ   بََ حَة حَتََّّ يدَُ لَّ اْلدَّ
ِ
يَإءِ اْلَ  اَلَۡصْلُ فِِ اْلَۡش ْ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang 

melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.74 

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum asal segala sesuatu 

yang diciptakan Allah SWT adalah halal dan mubah, tidak ada yang 

haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat 

periwayatnya) dan sharih (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah 

SWT), yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash shahih seperti 

beberapa hadits dhaif atau tidak ada nash sharih yang menunjuk 
                                                             

74 Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan 

dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”,  Yudisia : Jurnal Pemikiran 
Hukum dan Hukum Islam, Vol 11 No.2 p-ISSN: 1907-7262  e-ISSN: 2477-5339 (2020), 
IAIN Kudus h.253. 
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keharamannya, maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya, 

yaitu halal.75  

Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu 

asalnya boleh merujuk kepada beberapa ayat Al-Qur’an, diantaranya: 

إ... يعا لَۡۡرۡضِ جََِ
 
إ فِِ ٱ ي خَلقََ لكَُُ مَّ ِ لََّّ

 
  هُوَ ٱ

“Dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu dibumi...”. (Qs. 

Al-Baqarah: 29).76 

تِ وَمَإ فِِ  وََٰ مَ َٰ لسَّ
 
إ فِِ ٱ نۡهُِۚ ...وَسَََّرَ لكَُُ مَّ إ م ِ يعا لَۡۡرۡضِ جََِ

 
 ٱ

“(Allah) telah menundukan untuk kalian apa-apa yang ada dilangit dan 

dibumi, (sebagai rahmat) dari-Nya...”. (Qs. Al-Jatsiyah: 13).77 

لَۡۡرۡضِ وَٱَس ۡ 
 
تِ وَمَإ فِِ ٱ وََٰ مَ َٰ لسَّ

 
إ فِِ ٱ َ سَََّرَ لكَُُ مَّ للََّّ

 
ۗٗ ...ٱَلمَۡ ترََوۡاْ ٱنََّ ٱ هرَِةا وَبََطِنةَا  بَغَ علَيَۡكُُۡ نِعَمَهُۥ ظَ َٰ

“Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukan 

untuk (kepentingan)mu apa yang dilangit dan apa yang ada di bumi dan 

menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin....” (Qs. Luqman: 

20).78 

Syaikh Sayyid Sabiq dalam fiqh Sunnah menyatakan bahwa 

sesuatu disebut halal apabila Al-Quran dan hadits menjelaskan hal itu 

dan tidak melarangnya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, 

yaitu: 

ِ عَنْ ٱبَِِ عُثمَْ  يْفُ بْنُ هَإرُونَ عَنْ سُليَْمَإنَ التَّيْمِي  ثنَإَ س َ يه حَدَّ د ِ عِيلُ بْنُ مُوسََ السه سَْْ
ِ
ثنَإَ ا إنَ حَدَّ

مْنِ وَالْ  َ عَنْ السَّ ُ عَليَْهِ وَسَلََّّ ِ صَلََّ اللََّّ ئلَِ رَسُولُ اللََّّ ْدِي ِ عَنْ سَلْمَإنَ الْفَإرِسِ ِ قإَلَ س ُ بِْْ جُ النََّّ

                                                             
75  Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam..., h .6. 
76 Tim penerjemah Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur’an..., h. 5. 
77 Tim penerjemah Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur’an..., h. 499. 
78 Tim penerjemah Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur’an..., h.413. 
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ُ فِِ كِتَإبِهِ وَمَإ سَكَتَ عَ  مَ اللََّّ ُ فِِ كِتَإبِهِ وَالْحَرَامُ مَإ حَرَّ نْهُ فهَُوَ وَالْفِرَاءِ قإَلَ الحَْلَٗلُ مَإ ٱَحَلَّ اللََّّ

إ عَفَإ عَنْهُ   مِمَّ

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Musa As Suddi telah 

menceritakan kepada kami Saif bin Harun dari Sulaiman At 

Taimi dari Abu Utsman An Nahdi dari Salman Al Farisi dia berkata, 

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang minyak samin 

dan keju serta bulu binatang, beliau menjawab:  “Yang halal adalah 

segala sesuatu yang yang Allah halalkan dalam kitab-Nya dan yang 

haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam kitab-Nya. 

Sedangkan apa yang didiamkan-Nya maka ia termasuk yang dimaafkan 

kepada kalian”. (HR. Sunan Ibnu Majah No. 3358).79 

Mengenai konsep halal, al-Silmi menjelaskan, bahwa halal dapat 

diketahui dan dipahami dari beberapa metode, yakni; (1) teks yang 

menyatakan pilihan atas perbuatan dan meninggalkannya, (2) 

meniadakan dosa atas suatu perbuatan, (3) teks yang menyatakan 

kehalalan atas suatu perbuatan, (4) segala sesuatu yang terkandung 

setelah larangan dan (5) setiap perbuatan yang didiamkan-Nya, karena 

asal dari segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal. 

Asyqar menjelaskan, bahwa dalil-dalil yang menyatakan halal 

adalah; (1) kata (lafadz) yang menyatakan kehalalan, perizinan, tidak 

bersalah, tidak berdosa, dan lainnya mengacu kepada makna halal dan 

mubah, (2) perbuatan Rasulullah yang menunjukkan tidak ada perintah 

untuk melakukannya dan meninggalkannya, (3) perkataan (iqrar) 

Rasulullah yang disaksikan atau yang disampaikan kepada para sahabat 

                                                             
79 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah  

volume IV, (Riyad: Darussalam, 2007), h. 375. 
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dan tida engandung unsur wajib maupun sunnah, (4) setiap perbuatan 

yang didiamkan syariat, dengan tidak menuntut untuk meninggalkannya 

yang disebut dengan boleh secara akal (al-ibahah al-aqliyah), dan 

perbuatan yang dibolehkan dalam syariat yang disebut dengan dengan 

boleh secara syariat (al-ibahah al-syar’iyyah), dimana keduanya 

termasuk dalam kategori halal.80 

Mengenai konsep haram, Silmi menjelaskan, bahwa hukum 

haram dapat diketahui dari rumusan dan redaksi bahasa yang terdapat 

dalam sumber-sumber hukum Islam, diantaranya yaitu: (1) kata larangan 

terhadap suatu perbuatan, karena perbuatan tersebut sangat dibenci; (2) 

kata atau pernyataan yang mengharamkan atas suatu perbuatan; (3) kata 

yang menyatakan celaan bagi pelakunya; (4) kata atau kaimat yang 

mengancam pelakunya dengan hukuman. 

Namlati dalam karyanya Al-Jami’u al-Masailu Usulu al-Fiqhi wa 

Tatbiqiha ala al-Mazhabi al-Rajih, menjelaskan empat redaksi dan 

rumusan hukum haram dalam hukum Islam, yaitu: (1) lafadz haram dan 

berikut turunannya ; (2) kalimat yang menetapkan larangan secara 

mutlak; (3) penjelasan tentang peniadaan kehalalan atau kebolehan; (4) 

ketentuan syari’ yang menyatakan hukuman atas suatu perbuatan, yang 

keseluruhan ini menunjukan keharamannya; namun dalam Al-Muhazzab 

fi ’Ilmi Usuli al-Fiqhi al-Muqaran, Namlati menambahkan 

ppenjelasannya menjadi lima, yaitu: (5) kata perintah yang menuntut 

untuk meninggalkan atau melarang suatu perbuatan. Menurut Asyqar, 

bentuk dalil yang menyatakan keharaman, yaitu: (1) kata larangan; (2) 

kata yang berisi ancaman terhadap suatu perbuatan; (3) kalimat yang 

menyebutkan suatu perbuatan dengan kafir, maksiat, fasik, kesalahan 

atau dosa; (4) lafadz pengharamkan (tahrim) beserta seuruh derivasinya; 

                                                             
80 Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen .., h.. 77-78 
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(5) pengaturan tentang hukuman atas suatu perbuatan bagi setiap orang 

yang melakukannya; (6) perumpamaan suatu perbuatan terhadap 

perbuatan lainnya yang telah diketahui keharamannya; (7) pernyataan 

atau informasi yang menyatakan bahwa suatu perbutan tersebut 

memusnahkan atau menghapus perbuatan baik (al-‘amalu al-salihu).81 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang 

haram dapat diketahui melalui dalil-dalil syariat dengan rumusan, 

redaksi, lafaz, atau sigat yng menyatakan larangan, pengharaman, celaan, 

ancaman, hukuman, peniadaan kehalalan, dan perintah untuk 

meninggalkan terhadap suatu perbuatan. Bahkan juga menyebutkan 

suatu perbuatan dengan kafir, maksiat, fasik, kesalahan atau dosa, atau 

juga diumpamakan dengan perbuatan lainnya yang telah diketahui 

keharamannya, serta menyatakan suatu perbuatan tersebut memusnahkan 

atau menghapus perbuatan baik (al-‘amalu al-salihu). 

Keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit. 

Sebaliknya, wilayah kehalalan terbentang sangatlah luas. Itu karena, 

nash baik yang shahih maupun sharih yang datang dengan pengharaman 

sangatlah sedikit sekali jumlahnya. Selain itu sesuatu yang tidak ada 

nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, maka kembali kepada 

hukum asalnya, yaitu boleh.82 

F. Sertifikasi dan Labelisasi Halal 

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal 

dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan 

bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk 

pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan 

                                                             
81 Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen .., h. 88-89 
82 Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam..., h. 7. 
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LPPOM MUI.83 Sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan 

kosmetik untuk memberikan kepastian dan menentramkan hati 

konsumen. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen 

dengan menerapkan sistem jaminan halal.84 Menurut Pasal 1 ayat (10) 

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 

sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang 

dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang 

dikeluarkan oleh MUI. 

Menurut Black Law Dictionary “certification is the act of 

attesting; the state of having been attested and an attested statement.” 

(sertifikasi adalah tindakan membuktikan,  keadaan yang telah 

dibuktikan dan pernyataan yang dibuktikan). Sertifikasi dibutuhkan 

untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas dan diproduksi. 

Konsumen mungkin membutuhkan produk yang mengandung unsur 

tertentu, atau menghindari produk dengan unsur tertentu pula. 

Ketidakmampuan konsumen untuk megevaluasi ingredient, maka 

dibutuhkan lembaga yang berkualifikasi tertentu untuk mengevaluasinya, 

lembaga tersebutlah yang mensertifikasi produk sebagaimana dimaksud 

Oppenheim dan Weston menjelaskan, bahwa sertifikasi adalah tanda 

(mark) yang digunakan pada produk (barang dan/atau jasa) untuk 

menyatakan tentang bahan, cara pembuatan, kualitas, ketepatan 

(akurasi), karakteristik pengelolaan, pengolahan dan tenaga kerja dalam 

menghasilkan produk tersebut.85 

                                                             
83 Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, 

Perkembangan, dan Implementasi",  Journal of Halal Product and Research , Volume 2 
Nomor 2, (2019) Universitas Airlangga, h. 72. 

84 Eka An Aqimudin dan Marye Agung Kusmagi, Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis, 
(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 134 

85 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h. 113-114 
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Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin 

pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah 

yang berwenang. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk 

yang memenuhi syariat kehalalan seuai dengan syariat Islam, yaitu:86 

1. Tidak mangandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-

bahan yang berasal dari organ manusia, darah kotor-kotoran, dan lain 

sebagainya. 

3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembilih menurut 

tata cara syariat Islam. 

4. Semua tempat penyimapanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. 

Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal 

lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang 

diatur dalam syariat Islam. 

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. 

Labelisasi merupakan proses penyertaan label (pelabelan) yang 

dirancang untuk melindungi konsumen melalui informasi yang akurat 

mengenai jumlah, kualitas dan isi produk. Menurut Pasal 1 ayat (11) 

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 

Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. 

Black Law Dictionary mendefinisikan  label (merek dagang) 

adalah tampilan informatif dari materi tertulis atau grafis seperti logo, 

judul atau tanda serupa, ditempelkan pada barang atau jasa untuk 

mengidentifikasi sumbernya. Label dapat ditempelkan pada kemasan 

atau wadah produk yang diproduksi, atau pada kemasan atau permukaan 

                                                             
86 Wiku Adisasmito, Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling 

Obat dan Makanan, (Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008), 
h. 13. 
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bahan alami. Selanjutnya, menurut Bryan A. Garner, pelabelan adalah 

label atau materi tertulis, tercetak, atau grafik lainnya yang ada pada 

produk atau wadahnya, atau yang menyertai produk. Labelisasi 

dibutuhkan agar konsumen dapat membandingkan dengan produk 

lainnya yang bersaing. Dengan demikian, label harus mendeskripsikan 

dengan jelas setiap bahan asal yang terkandung dalam produk, termasuk 

bahan yang tersembunyi, seperti penglahan, alat bantu pengolahan dan 

bahan-bahan pendukung lainnya.87 

Tujuan labelisasi adalah untuk mencegah penipuan, serta untuk 

membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk 

untuk kemanfaatan atau kesejahteraan mereka. Agar konsumen bertindak 

sesuai dengan kepentingan terbaik mereka dan berdasarkan pilihan 

mereka. Dengan demikian, tujuan dari label adalah sebagai informasi 

untuk membantu konsumen mengidentifikasi produk yang paling sesuai 

dengan pilihan mereka. Dalam konteks ini, memberikan informasi adalah 

upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan 

konsumen untuk menggunakan hak pilih mereka, karena konsumen 

membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada pada label. 

Jadi, label sangat membantu konsumen untuk mendapatkan 

informasi produk bagi kemanfaatan dan kesejahteraan konsumen. Pada 

sisi lain, label sebagai informasi produk berfungsi untuk; (1) mengubah 

perilaku konsumen terhadap produk; (2) mengakomodasi preferensi 

konsumen serta meningkatkan keamanan pangan (food safety), dan (3) 

sebagai jaminan bahwa negara sedang mempertimbangkan kepentingan 

konsumen (consumer interests).88 

                                                             
87 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.114-115 
88 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.115-116 
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Sertifikasi dan labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui 

sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk 

memilih berbagai produk  yang saling bersaing (competing products). 

Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen pada produk panganan 

halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan 

pilihannya untuk mengonsumsi produk halal, karena informasi yang 

simetris merupakan kesejahteraan (walfare) bagi konsumen, sehingga 

dengan sertifikasi dan labelisasi, tercipta keadilan pasar bagi 

konsumen.89 

                                                             
89 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, ..., h.116 


